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ABSTRAK

Kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan
dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia,
sehingga Pemerintah berkewajiban berperan aktiv dalam upaya pencapaiakan kesehatan bagi
masyarakat. Upaya tersebut terdapat dalam kebijakan dan program-program yang menunjang untuk
mencapai hal tersebut, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
untuk pemerintah daerah. Pembangunan kesehatan daerah tentunya dilakukan dengan perencanaan
dan evaluasi yang harus berjalan baik, salah satunya adalah pengawasan terhadap APBD yang
dilakukan lembaga berwenang, yaitu DPRD. Di Kabupaten Tasikmalaya DPRD tidak bisa maksimal
dalam melakukan pengawasan, termasuk pelaksanaan APBD bidang kesehatan, hal ini dapat dilihat
pada minimnya persentasi peningkatan anggaran kesehatan dan pencapaian program prioritas bidang
kesehatan yang tidak maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa foktor, yaitu : bentuk pengawasan
yang dilakukan dengan tidak terstruktur, dominasi eksekutif dalam kebijakan, dan kendala tekhnis
yangbersipat geografis.

PENDAHULUAN masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
yang dibutuhkan. Hal ini bisa jadi terjadi
karena kurang bersinerginya instansi dan
lembaga terkait dalam melaksanakan
kewenangan masing-masing.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sehat adalah bagian penting dalam
hidup manusia yang sangat didambakan.
“Setiap orang berhak atas kesehatan”
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU No.
36 tahun 2009 tentang Kesehatan) Pasal 4.
Sehat sebagai bagian dari hak hidup yang
merupakan inderogable right vyaituhak
yang tidak bisa diganggu gugat dalam
keadaan apapun. “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh kesehatan”, ketentuan ini
tertuang jelas dalam hukum tertingi di
Indonesia Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H
ayat (1).

Aspek Pelayanan publik bidang
kesehatan harus menjadi salah satu
perhatian penting dari setiap rencana dan
orientasi pembangunan daerah, yang
tentunya wujud nyata dapat dilihat dari
APBD vyang mengatur juga orientasi
pembangunan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat daerah tersebut.

Aspek Pelayanan publik bidang
kesehatan dewasa ini masih mengalami
berbagai masalah terutama dalam akses

(DPRD), merupakan salah satu lembaga
yang mempunyai salah satu fungsi

pengawasan  terhadap  pembangunan
daerah, termasuk pembangunan bidang
kesehatan, melalui pengawasan

pelaksanaan anggaran yang tertuang
dalam APBD.

Pengawasan  terhadap  program
bidang kesehatan menjadi salah satu
upaya yang harus dilakukan sehingga
program kesehatan bisa terlaksana dengan
maksimal.

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini  adalah
sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui Pengawasan yang
dilakukan olen DPRD Terhadap
Pelaksanaan APBD dalam Bidang
Kesehatan, sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan.

2) Untuk mengetahui  faktor-faktor
penghambat pelaksanaan
Pengawasan yang dilakukan oleh


http://arieanto165.blogspot.com/2011/11/aspek-pelayanan-publik-bidang-kesehatan.html
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DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD
dalam Bidang Kesehatan.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengawasan adalah suatu proses
untuk menetapkan pekerjaan apa yang di

jalankan, dilaksanakan, atau
diselenggarakan itu dengan apa yang
dikehendaki, direncanakan atau
diperhatikan.(Prayudi : 1981 : 80)

Pengawasan juga bisa didefinisikan suatu
proses untuk menetapkan suatu pekerjaan
apa yang sudah dilaksanakan, menilainya
dan mengoreksi bila perlu dengan maksud
supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan rencana semula. (M Manulang :
1995 : 18).

DPRD Kabupaten merupakan Lembaga
Perwakilan ~ Rakyat  Daerah  yang
berkedudukan sebagai Lembaga
Pemerintahan Daerah Kabupaten yang
dipilih  melalui partai politik dan dipilih
langsung  oleh  masyarakat.(Ridwan
Syahrani : 2009 : 49). Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah. (Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 Pasal 1 angka 14).

Kesehatan adalah keadaan sehat,
baik secara fisik, mental, spritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis.( Undang-undang Nomor 36
Tahun 2009 Pasal 1 angka 1).

DPRD melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan daerah
terdapat dalam Pasal 42 huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004
mengatakan Tugas dan wewenang
DPRD melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan daerah
dan peraturan perundang-undangan lainya
peraturan  Kepala Daerah, APBD,
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan program  pembangunan
daerah dan kerjasama Internasional di
daerah.

METODE

1. Jenis Metode
Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriftif
analisis.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan Metode penelitian dari
karya ilmiah ini adalah pendekatan
yuridis  normatif, dimana kita
membandingkan regulasi  dengan
keadaan sesungguhnya dilapangan.

DESAIN PENELITIAN

ini digunakan jenis penelitian hukum
normatif dan empiris. Maksudnya dengan
cara menelaah dari aspek normatif dan
menggali aspek empiris yang terjadi.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Alat dalam pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini melalui :

1. Studi Kepustakaan
Yaitu cara memperoleh data , bahan-
bahan yang ada kaitannya dengan
masalah yang diteliti barupa buku,
jurnal dan sebagainya.

2. Studi Lapangan
Yaitu cara memperoleh data dari
objek penelitian yang dilakuakn
dengan memperajari data-data yang
berhubungan dengan masalah
penelitian ini. Adapaun bentuk
pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan
Wawancara, pada narasumber yang
terkait, dalam hal ini adalah Anggota
DPRD komisi yang membidangi
Kesehatan.

TEKNIS ANALISIS DATA

Setelah semua data terkumpul,
maka selanjutnya dilakukan analisis data
dengan menggunakan analisis yuridis
kualitatif, yang diangap cukup relevan
dengan masalah dan objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi pengawasan DPRD terhadap
pelaksanaan APBD, sebagimana berdasar
pada Pasal 42 huruf ¢ Undang-undang
Nomor 32 Tahuan 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, tentumua dimaknai
sebagi sebuah upaya sinergisitas antara
lembaga didaerah untuk  menjamin
terlaksananya  program-program  yang
telah  dilaksanakan  sesuai  dengan
semestinya, dengan materi dari
pengawasan yang dimaksud adalah
pengawasan yang lebih mengarah kepada
menjamin pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
APBD.



Pengawasan yang dilakukan oleh
DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap
pelaksanaan APBD bidang Kesehatan,
tentunya dipengaruhi oleh implementasi
fungsi DPRD yang lainnya, yaitu Legislasi
dan anggaran. Dominasi perencanaan
yang terjadi oleh eksekutif, yang
membatasi  ruang  legislatif  untuk
memaksimalkan fungsinya dapat dilihat
dari limit waktu yang ada dalam setiap
pembahasan mata anggaran. Sehingga
dengan hal ini menurut DPRD salah satu
penyebab besaran anggaran yang tidak
maksimal untuk bidang kesehatan di
Kabupatan Tasikmalaya.

Dalam pengawasan pelaksanaan
dan implementasi APBD bidang kesehatan
oleh DPRD Kab Tasikmalaya dilakukan
lebih banyak sebatas pada rapat evaluasi
yang dilakukan dengan dinas terkait, dan
hal ini tidak serta merta memberikan
gambaran ketercapaian / perkembangan
sebuah  program bidang kesehatan.
Adapun bentuk lain dari pengawasan
DPRD bersipat respon atas pengaduan
masyarakat pada bidang kesehatan yang
bersipat  tekhnis, pengawasan pada
program proritas kesehatan Kabupaten
Tasikmalaya 2014-2015 vyaitu upaya
penurunan Angka Kematian lbu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi (AKB)
dilakukan bersipat tidak terstruktur, hal ini
dapar dilihat dari tolak ukur pengawasan
yang tidak komprehesif, yang hanya
melihat angka penurunan AKI dan AKB
yang tidak maksimal, dengan tidak
memaksimalkan pengawasan pada
program  penunjang laninya  yang
mendukum program prioritas tersebut,
misal pengawasan terhadap realisasi
kepesertaan masyarakat miskin pada
program jaminan Kkesehatan (BPJS),
peningkatan SDM dan sarana prasarana
kesehatan.

Beberapa kendala dalam
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh DPRD terhadap APBD bidang
Kesehatan adalah :

1. Keterbatasan pengusaan pemahaman
Anggota dewan terhadap fostur
anggaran, serta  fungsi dan
kewenangannya.

2. Dominasi eksekutif dalam
perencanaan dan penetapan program,
yang secara langsung  tidak
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memberikan ruang kepada DPRD
untuk  melakukan melakukan
fungsinya dari awal.

3. Geografis wilayah yang membatasi
DPRD dalam mengumpulkan
informasi rill terhadap ketercapaian
program bidang kesehatan.

KESIMPULAN
Pelaksanaan pengawasan APBD
bidang  Kesehatan di  Kabupaten
Tasikmalaya DPRD tidak bisa maksimal
dalam melakukan pengawasan,termasuk
pelaksanaan APBD bidang kesehatan, hal
ini dapat dilihat pada minimnya persentasi
peningkatan anggaran kesehatan dan
pencapaian program prioritas bidang
kesehatan yang tidak maksimal. Hal
tersebut disebabkan beberapa foktor, yaitu
bentuk pengawasan yang dilakukan
dengan tidak terstruktur, dominasi
eksekutif dalam kebijakan, dan kendala
tekhnis yangbersipat geografis.
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